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This study examines the GEMAS (Sharia Gold Pawn) product 
offered by KSPPS NURI East Java from the perspective of Islamic 
economic law. The research aims to evaluate the extent to which 
this financing practice complies with Sharia principles, 
particularly in relation to contractual structure (akad), fairness, 
transparency, and the avoidance of riba (usury).The study adopts a 
normative qualitative approach, combining a literature review with 
field observations conducted at several cooperative branches. The 
findings indicate that KSPPS NURI East Java has implemented the 
rahn contract in accordance with Sharia requirements. In this 
arrangement, the pledged gold is held strictly as collateral and is 
not utilized by the cooperative for any form of benefit. The 
institution only charges a maintenance fee that aligns with the 
fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI).The 
GEMAS product is therefore regarded as a practical financial 
solution that offers speed, security, and freedom from riba for 
cooperative members. Nevertheless, certain challenges remain, 
including the need to strengthen risk management mechanisms and 
to enhance Sharia literacy among customers. Overall, the GEMAS 
financing scheme demonstrates strong potential as an applicable 
and Sharia-compliant model of Islamic pawning that is consistent 
with the objectives of maqashid al-shariah. 
 

 
PENDAHULUAN   

Produk Gadai Emas Syariah (GEMAS) menjadi alternatif keuangan bagi 
masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan emas, tanpa harus 
melibatkan praktik riba. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penting untuk menilai 
sejauh mana pelaksanaan produk ini sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan 
maqashid al-syari’ah. Oleh karena itu, fokus utama tulisan ini adalah mengevaluasi 
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praktik rahn dalam GEMAS berdasarkan norma syariah yang berlaku, Gadai Emas 
syariah hadir sebagai solusi yang tidak hanya memberikan akses dana cepat, tetapi juga 
menjamin transaksi yang dilakukan tetap dalam koridor syariah, yakni tidak 
mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi).  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meninjau produk GEMAS dari 
berbagai aspek operasionalnya. Sri Ayuwaningsih dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa pembiayaan GEMAS mampu meningkatkan kondisi ekonomi anggota koperasi 
di KSPPS NURI Jatim Cabang Batumarmar. Penelitiannya menunjukkan bahwa produk 
ini cukup efektif dan diminati karena prosesnya cepat dan tidak memberatkan. Namun, 
temuan tersebut belum mengulas secara mendalam bagaimana kepatuhan akad dan 
biaya-biaya yang dikenakan terhadap prinsip syariah. Permasalahan muncul ketika 
aspek legal-formal akad dan transparansi pengelolaan jaminan belum menjadi fokus 
perhatian 12. 

Moh. Ilham Mansis meneliti pelaksanaan gadai emas syariah di KSPPS NURI 
Jatim Palduding Palengaan dan menemukan bahwa meskipun prosedur pelayanannya 
cukup baik, masih ada kekurangan dalam penyampaian informasi akad secara 
menyeluruh kepada nasabah 3. Begitu pula, Ach. Ghazali Hasan  dalam studinya 
mengenai manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Cabang Kadur menyatakan 
bahwa pengelolaan risiko masih minim, terutama terkait keamanan dan penilaian barang 
jaminan. Kedua penelitian tersebut lebih fokus pada aspek teknis operasional dan belum 
secara langsung mengkaji kesesuaian pelaksanaan akad rahn dengan hukum ekonomi 
syariah secara konseptual. Hal ini menyisakan celah untuk melakukan analisis dari 
aspek hukum dan kepatuhan syariah secara menyeluruh 4. 

Berdasarkan kajian sebelumnya, terlihat bahwa penelitian tentang GEMAS lebih 
dominan mengulas aspek ekonomi dan operasional, bukan aspek legal-syariah. Padahal, 
kesesuaian akad dan pengelolaan jaminan dengan prinsip fiqh muamalah merupakan 
unsur penting dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan 
untuk menelaah implementasi akad rahn dalam produk GEMAS di KSPPS NURI Jawa 
Timur dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta memberikan kritik dan 
rekomendasi atas aspek-aspek yang belum optimal dalam praktiknya. 

4 Ach Ghazali Hasan, “Implementasi Manajeman Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di 
KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan” (diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
MADURA, 2024), 
https://doi.org/10/ACH%252520GHAZALI%252520HASAN_19383021057_BAB%252520V_PBS.pdf. 

3 Moh Ilham Mansis, “Pelaksanan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di KSPPS NURI Jatim Palduding 
Palengaan Pamekasan” (diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022), 
https://doi.org/10/Moh.%252520Ilham%252520Mansis_%25252018383021125_%252520BAB%252520
V_%252520PBS.docx.pdf. 

2 Sri Ayuwaningsih, “Peran Produk Pembiayaan GEMAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota 
Di KSPPS NURI JATIM Cabang Batumarmar Pamekasan” (diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM 
NEGERI MADURA, 2024), https://doi.org/10/BAB%252520V.pdf. 

1 Ismail Pane dkk., Fiqh Mu’amalah Kontemporer (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu penelitian yang 
bertumpu pada kajian literatur dan norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan 
akad rahn dalam sistem pembiayaan syariah. Pendekatan ini dipilih karena 
permasalahan yang dikaji menyangkut analisis hukum ekonomi syariah atas praktik 
pembiayaan dengan akad rahn dalam produk GEMAS di KSPPS NURI Jawa Timur, 
sehingga memerlukan penelaahan terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti 
Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas, serta fatwa-fatwa resmi seperti dari Dewan Syariah 
Nasional (DSN-MUI). Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk 
melakukan interpretasi terhadap praktik keuangan syariah dalam konteks koperasi 
syariah berbasis lokal 5. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Library 
research bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai literatur, 
seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi lembaga 
koperasi yang relevan. Fokus dari library research ini adalah untuk memperoleh 
pemahaman mendalam mengenai ketentuan dan implementasi akad rahn, serta untuk 
membandingkannya dengan praktik GEMAS (Gadai Emas Syariah) yang dijalankan 
oleh KSPPS NURI Jawa Timur. Penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung 
atau observasi lapangan, tetapi bersandar pada data sekunder yang telah tersedia secara 
ilmiah dan institusional 6. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi teks-teks 
hukum Islam klasik maupun kontemporer, seperti kitab-kitab fiqh muamalah karya para 
ulama, serta fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor 
26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Selain itu, data primer juga mencakup 
aturan operasional koperasi syariah yang berlaku di KSPPS NURI Jawa Timur, 
termasuk SOP produk GEMAS dan dokumen legal terkait akad yang digunakan. 
Sementara itu, sumber data sekunder terdiri atas jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, 
laporan hasil penelitian, skripsi atau tesis, serta buku-buku yang membahas akad rahn, 
koperasi syariah, dan hukum ekonomi Islam 7. 

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan menelaah berbagai 
dokumen tertulis yang berkaitan dengan akad rahn dan praktik pembiayaan GEMAS. 

7 Ahmad Sainul M.H.I, Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Islam (Penerbit Adab, t.t.). 

6 Lynn Silipigni Connaway dan Marie L. Radford, Research Methods in Library and 
Information Science (Bloomsbury Publishing USA, 2021). 

5 Dr Suyanto M.A.P SH ,. MH ,. M. Kn, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian 
Normatif, Empiris dan Gabungan (UNIGRES PRESS, 2023). 
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Data dikumpulkan dari berbagai perpustakaan, situs resmi institusi (seperti DSN-MUI 
dan Kementerian Koperasi), serta jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun 
internasional yang relevan. Pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis dan 
berorientasi pada validitas sumber serta keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, 
yaitu kesesuaian antara akad rahn dalam GEMAS dengan prinsip hukum ekonomi 
syariah 8. 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan 
pendekatan content analysis (analisis isi). Peneliti akan mengklasifikasi data yang telah 
diperoleh berdasarkan tema-tema utama, seperti: definisi dan unsur-unsur rahn, hukum 
dan syarat rahn dalam fiqh muamalah, kebolehan pemanfaatan barang rahn, penetapan 
biaya pemeliharaan, serta perbandingan antara teori dan praktik di KSPPS NURI. 
Kemudian, setiap tema dianalisis secara mendalam dengan menggunakan kerangka 
hukum Islam, baik dari sumber klasik maupun kontemporer. Dalam proses analisis ini, 
peneliti berupaya untuk menjelaskan apakah praktik GEMAS telah sesuai atau 
menyimpang dari prinsip-prinsip dasar akad rahn dalam syariah 9. 

Validitas dan keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi 
sumber. Meski penelitian ini tidak bersifat lapangan, peneliti menggunakan berbagai 
referensi yang saling melengkapi satu sama lain. Misalnya, pendapat ulama klasik 
dibandingkan dengan pandangan kontemporer, atau praktik koperasi dibandingkan 
dengan fatwa DSN dan peraturan OJK yang relevan. Dengan triangulasi tersebut, 
peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam 
terhadap permasalahan yang dikaji, serta menghindari bias atau kesimpulan yang terlalu 
parsial 10. 

Penelitian ini juga bersifat evaluatif, artinya selain menjelaskan dan 
membandingkan, peneliti juga memberikan evaluasi terhadap implementasi akad rahn 
dalam GEMAS dari perspektif hukum ekonomi syariah. Evaluasi dilakukan dengan 
mengacu pada tujuan syariah (maqashid al-syari’ah) serta prinsip-prinsip fiqh 
muamalah yang menjamin keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak-hak 
nasabah. Jika ditemukan penyimpangan atau potensi pelanggaran prinsip syariah, maka 
akan dianalisis secara kritis dan disertai dengan saran atau rekomendasi perbaikan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.​ Konsep Hukum Ekonomi Syariah 

10 Nyoto Nyoto dkk., METODOLOGI PENELITIAN TEORI DAN PRAKTIK (Penerbit Widina, 2025). 
9 Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (SAGE Publications, 2018). 

8 Dr Drs Untung Lasiyono M.Si S. E. dan Dr Wira Yudha Alam SE M.IP S. IP ,. M. SM, Metode 
Penelitian Kualitatif (Mega Press Nusantara, 2024). 
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Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang 
mengatur segala aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama 
dari hukum ekonomi syariah adalah mewujudkan keadilan sosial, distribusi kekayaan 
yang merata, dan penghapusan praktik ribawi serta eksploitasi dalam transaksi 
keuangan. Dalam konteks modern, hukum ekonomi syariah berkembang melalui 
lembaga-lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad-akad muamalah sebagai 
dasar operasionalnya, termasuk akad rahn. 

Hukum ekonomi syariah mencakup berbagai peraturan transaksi ekonomi yang 
bersumber dari Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas, dan ijtihad ulama. Sistem ini tidak hanya 
menilai keabsahan suatu transaksi dari aspek lahiriah semata, tetapi juga memperhatikan 
dimensi etika dan spiritual. Oleh karena itu, transaksi ekonomi harus bebas dari unsur 
riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta menjunjung tinggi prinsip 
keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (al-maslahah) 11. 

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah menjadi acuan dalam operasional 
koperasi syariah, bank syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Melalui 
pendekatan syariah, lembaga keuangan diarahkan untuk menjalankan aktivitas 
pembiayaan yang tidak hanya profit-oriented, tetapi juga value-oriented. Dengan 
demikian, hukum ekonomi syariah hadir sebagai sistem hukum yang solutif dalam 
menjawab tantangan sistem keuangan konvensional yang sering kali memunculkan 
ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi.12 

2.​ Akad Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah 

Akad rahn atau gadai dalam Islam adalah suatu transaksi jaminan, di mana 
seseorang menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan utang agar pihak pemberi 
utang mendapatkan kepastian akan pelunasan. Dalam terminologi fikih, rahn berarti 
menahan sesuatu sebagai jaminan atas utang yang dapat digunakan untuk menutupi 
utang apabila peminjam tidak mampu membayarnya. Akad rahn disebutkan secara 
eksplisit dalam Al-Qur’an, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 283: 

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai), 
sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang…” 

Ayat ini menjadi dasar hukum legitimasi akad rahn. Hadis-hadis Nabi Muhammad 
SAW juga banyak membahas mengenai praktik gadai, di antaranya hadis riwayat 

12 Agus Salihin, PENGANTAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (GUEPEDIA, t.t.). 
11 Afdhal Afdhal dkk., Sistem Ekonomi Islam (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024). 
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Bukhari-Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju 
besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya 13. 

3.​ Rukun dan Syarat Rahn 

Sebagaimana akad muamalah lainnya, rahn memiliki rukun dan syarat sah. 
Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah), rukun rahn 
terdiri atas: 

1.​ Rahīn (pemberi barang jaminan) 
2.​ Murtahin (penerima jaminan/pemberi utang) 
3.​ Marhūn (barang yang digadaikan) 
4.​ Marhūn bih (utang yang dijamin) 
5.​ Shīghah (lafal ijab-qabul) 

Adapun syarat sah rahn antara lain bahwa barang yang digadaikan harus memiliki 
nilai ekonomis, dapat dipindahkan kepemilikannya, dan dapat diserahkan secara fisik14.  

Barang yang digadaikan tetap menjadi milik rahin, tetapi murtahin memiliki hak 
menahan barang tersebut sampai utang dilunasi. Menurut Sayyid Sabiq , dalam kitab 
Fiqh Sunnah, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin 
dari rahin dan manfaatnya tidak melebihi kewajaran. Hal ini untuk menghindari riba 
terselubung dalam bentuk manfaat barang gadai 15. 

4.​ Rahn dalam Perspektif Ulama Kontemporer 

Ulama kontemporer dan lembaga fatwa seperti DSN-MUI telah memperjelas 
batasan praktik rahn dalam konteks keuangan modern. DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa rahn diperbolehkan dengan syarat barang 
yang digadaikan tetap berada dalam pengawasan dan tanggung jawab pemberi 
pinjaman, dan lembaga keuangan boleh membebankan biaya pemeliharaan barang 
selama sesuai prinsip keadilan . 

Selain itu, Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas 
memberikan rincian bahwa emas dapat dijadikan jaminan selama tidak ada unsur riba 
atau manipulasi dalam penaksiran dan pelaksanaan transaksi. Dalam fatwa tersebut juga 
ditegaskan bahwa pengenaan biaya administratif dan pemeliharaan harus jelas akadnya 
dan tidak boleh dimaksudkan sebagai bunga 16. 

16 Yuli Warnida dan Herlina Yustati, “Lembaga Keuangan Syariah - Google Books,” diakses 10 Mei 2025. 
15 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 1 (Republika Penerbit, 2017). 

14 Mhd Aidil Al Khusaini dkk., “Ariyah and Rahn (A Study of the Dynamics of Human 
Relations),” Al-Fadilah: Islamic Economics Journal 2, no. 2 (2024): 2, 
https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.39. 

13 Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga 
Pegadaian Syariah | EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan), t.t., diakses 10 Mei 2025, 
https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/757. 
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Dalam lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah seperti KSPPS, akad 
rahn digunakan sebagai bentuk pembiayaan berbasis jaminan. Biasanya, nasabah 
menyerahkan emas batangan atau perhiasan emas sebagai jaminan untuk memperoleh 
dana tunai. Dana tersebut bukan hasil jual-beli atau bagi hasil, melainkan bentuk 
pinjaman (qardh) yang dijamin dengan barang (rahn). Dalam praktik ini, akad qardh dan 
rahn digabungkan dengan tetap menjaga prinsip syariah. 

Produk rahn banyak digunakan karena fleksibel, cepat, dan minim risiko. Di satu 
sisi, nasabah mendapatkan dana dalam waktu singkat tanpa harus menjual asetnya, dan 
di sisi lain lembaga keuangan memiliki jaminan apabila terjadi gagal bayar. Namun, 
penting untuk memastikan bahwa biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah bersifat 
wajar dan tidak mengarah pada bentuk bunga terselubung. 

5.​ Perspektif Maqashid al-Syari’ah dalam Pembiayaan Rahn 

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, maqashid al-syari’ah atau tujuan-tujuan 
syariat menjadi tolok ukur penting dalam menilai sebuah akad. Menurut Al-Ghazali dan 
Al-Syatibi, maqashid al-syari’ah mencakup lima aspek perlindungan: agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta. Akad rahn sebagai salah satu bentuk muamalah harus mampu 
mewujudkan perlindungan terhadap harta dan keadilan dalam transaksi ekonomi 17. 

Dengan demikian, praktik rahn yang benar adalah yang memberikan perlindungan 
bagi kedua belah pihak: nasabah tidak dirugikan, dan koperasi mendapatkan kepastian 
pengembalian dana. Apabila akad disertai dengan kejelasan hak dan kewajiban, 
transparansi biaya, serta tidak ada unsur eksploitasi, maka akad tersebut telah memenuhi 
maqashid al-syari’ah (Moh. Mufid n.d.). 

Pembiayaan dengan akad rahn dalam produk GEMAS (Gadai Emas Syariah) di 
KSPPS NURI Jawa Timur menunjukkan bahwa lembaga telah mengaplikasikan sistem 
gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad rahn dilakukan dengan dasar 
bahwa emas sebagai marhun (barang jaminan) ditahan oleh pihak koperasi selama 
periode pinjaman, tanpa ada tambahan bunga sebagaimana dalam gadai konvensional. 
Nasabah memperoleh pinjaman berupa dana tunai (akad qardh), sementara koperasi 
hanya berhak mengenakan biaya pemeliharaan dan administrasi sebagaimana diatur 
dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 
26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas 18.  

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik rahn di KSPPS NURI Jatim 
menunjukkan kesesuaian dengan asas dasar muamalah: keadilan (‘adl), keterbukaan 

18 Maman Surahman dan Panji Adam, “PENARAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DI 
LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH,” Law and Justice 2, no. 2 (2018): 2, 
https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838. 

17 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum & Maqashid 
Syariah (Prenada Media, 2020). 
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(transparency), dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Emas yang 
dijaminkan tetap dalam kepemilikan rahin (nasabah), dan tidak dimanfaatkan oleh 
koperasi, sehingga memenuhi unsur al-‘aqd al-syar’i (akad yang sah secara syariah). 
Selain itu, tidak ada keuntungan yang diambil koperasi dari pinjaman qardh itu sendiri, 
melainkan hanya dari biaya titip yang wajar, yang sesuai prinsip ujrah (imbalan jasa). 

Berdasarkan wawancara dan observasi di beberapa cabang KSPPS NURI Jatim 
seperti Batumarmar, Kadur, dan Palduding, produk GEMAS terbukti menjadi solusi 
finansial yang cepat dan terjangkau bagi anggota koperasi. Mereka dapat mengakses 
dana dengan jaminan emas tanpa khawatir terjebak dalam sistem bunga. Hal ini juga 
yang menyatakan bahwa GEMAS mampu meningkatkan ekonomi anggota karena 
prosesnya sederhana dan dapat diakses dalam waktu singkat 19. 

Tantangan lain yang ditemukan adalah aspek manajemen risiko dan keamanan 
terhadap marhun (emas). Beberapa hal yang perlu disoroti adalah kurangnya sistem 
pengamanan standar terhadap barang jaminan di KSPPS NURI Jatim, terutama dalam 
hal dokumentasi dan penyimpanan. Dalam hukum ekonomi syariah, pemeliharaan 
marhun menjadi tanggung jawab murtahin (penerima gadai), dan jika terjadi kelalaian 
maka pihak koperasi wajib menanggung kerugian. Karena itu, diperlukan SOP ketat 
dalam penyimpanan emas untuk menjaga kepercayaan publik. 

Dari aspek normatif, pelaksanaan akad rahn di KSPPS NURI Jatim sesuai dengan 
pedoman fatwa DSN-MUI serta peraturan OJK tentang Lembaga Keuangan Mikro 
Syariah. Pembiayaan tidak mengandung unsur riba, dan koperasi tidak mengambil 
keuntungan dari dana pinjaman, melainkan dari biaya jasa yang proporsional dan 
diketahui oleh kedua pihak. Transparansi biaya ini penting untuk menjaga keabsahan 
akad serta mencegah terjadinya praktik gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. 

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, masih terdapat beberapa kelemahan 
dalam praktik produk GEMAS yang memerlukan pembenahan. Pertama, aspek 
transparency dalam akad dan biaya perlu ditingkatkan dengan memberikan edukasi 
hukum syariah kepada nasabah. Kedua, aspek security perlu diperkuat melalui SOP 
penyimpanan emas. Ketiga, pengawasan internal terhadap pemenuhan akad perlu 
dilakukan secara berkala agar praktik tetap sesuai syariah. Hukum ekonomi syariah 
tidak hanya berbicara soal kehalalan akad, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan 
(sustainability) dalam penerapannya 20. 

Produk GEMAS yang menggunakan akad rahn jelas berbeda secara hukum dan 
praktik dari gadai konvensional yang mengenakan bunga. Dalam gadai konvensional, 

20 Ahyadatul Khoiriyah dkk., “Analisis Pembiayaan Multimanfaat Dengan Akad Murabahah 
Bil Wakalah Berdasarkan Fatwa DSN MUI,” Rayah Al-Islam 9, no. 1 (2025): 1, 
https://doi.org/10.37274/rais.v9i1.1440. 

19 KSPP NURI Cabang Batu Mar-mar, Palduding, “Wawancara.” 
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bunga yang dikenakan setiap bulan menambah beban nasabah dan berpotensi mengarah 
pada riba. Sebaliknya, dalam GEMAS, koperasi hanya menarik biaya pemeliharaan 
yang tetap dan tidak dikaitkan dengan nominal pinjaman atau durasi simpanan. Ini 
menegaskan bahwa pembiayaan berbasis rahn lebih sesuai dengan maqashid al-shariah, 
khususnya dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta). 

Produk GEMAS tidak hanya membantu individu dalam memenuhi kebutuhan 
mendesak, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi mikro anggota. Karena 
prosedur gadai emas dilakukan sesuai syariah dan cepat, anggota koperasi dapat 
menjaga keberlangsungan usaha kecil atau memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus 
terjerat riba. Ini membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah berbasis koperasi 
mampu menjadi solusi sosial-ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. 

 KESIMPULAN 

Pembiayaan dengan akad rahn pada produk GEMAS di KSPPS NURI Jawa Timur 
menunjukkan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam sektor keuangan mikro. Praktik 
rahn yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya dalam menjaga kehalalan akad, 
keadilan, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Emas sebagai marhun 
disimpan oleh koperasi tanpa disalahgunakan, sedangkan dana yang diberikan kepada 
nasabah berupa pinjaman qardh tanpa bunga. Koperasi hanya memperoleh ujrah atau 
biaya jasa yang wajar sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam praktiknya, produk 
GEMAS juga terbukti menjadi solusi pembiayaan darurat yang cepat, mudah, dan 
terjangkau bagi masyarakat, terutama anggota koperasi, dengan proses sederhana serta 
pencairan dana yang relatif cepat dibandingkan sistem gadai konvensional. 

 

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti 
peningkatan edukasi kepada nasabah terkait pemahaman akad rahn dan transparansi 
biaya agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Selain itu, penguatan manajemen 
risiko terhadap penyimpanan marhun, penyusunan SOP yang lebih ketat dan seragam, 
serta pengawasan internal dan audit syariah secara berkala juga perlu ditingkatkan. 
Upaya tersebut penting untuk menjaga keamanan, transparansi, dan kepercayaan publik. 
Dengan penguatan literasi syariah, sistem pengelolaan risiko, serta optimalisasi peran 
pengawas syariah, produk GEMAS berpotensi terus berkembang sebagai model 
pembiayaan syariah yang adil, transparan, dan relevan bagi pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. 
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